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Medium Term Notes (MTN) merupakan salah satu bentuk surat utang yang cukup lazim diterbitkan tanpa
melalui Penawaran Umum dan didasarkan pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, pada tahun 2019, Otoritas Jasa K euangan (OJK)
menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 (POJK No. 30 Tahun 2019)
tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum
(EBUS Tanpa Penawaran Umum). POJK No. 30 Tahun 2019 tersebut memberikan serangkaian kewajiban
baru, salah satunya adanya pembatasan penjualan EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya kepada Pemodal
Profesional. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan
dari keberlakuan POJK No. 30 Tahun 2019 terhadap penerbitan MTN dan cara untuk mengatasi kekurangan
dari keberlakuan POJK No. 30 Tahun 2019 terkait pembatasan penjualan MTN hanya kepada Pemodal
Profesional. Penelitian ini dilangsungkan dengan meneliti berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia dan
melakukan penelusuran serta perbandingan dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Berdasarkan
penelitian yang dilangsungkan, ditemukan bahwa di samping sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh
penerbitan MTN di bawah POJK No. 30 Tahun 2019, terdapat sejumlah kekurangan yang dapat
ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen terhadap POJK No. 30 Tahun 2019. Selain itu, tidak adanya
ruang yang diberikan kepada pemodal non-profesional untuk berpartisipasi dalam transaksi EBUS Tanpa
Penawaran Umum dalam POJK No. 30 Tahun 2019. OJK dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi
konsep non-accredited investor di Amerika Serikat dan memperkenalkan keberadaan Pemodal Non-
Profesional, di samping Pemodal Profesional, dalam POJK No. 30 Tahun 2019.

...... Medium Term Notes (MTN) are aform of debt that is quite commonly issued without going through
Public Offering (private placement) and are based on the provisionsin the Civil Code and the Commercial
Code. However, in 2019, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority
Regulation Number 30/POJK.04/2019 (POJK No. 30 of 2019) concerning Issuance of Debt Securities
and/or Sukuk without Public Offering (EBUS without Public Offering). POJK No. 30 of 2019 provides a
series of new obligations, one of which isthe limitation on the sale of EBUS without Public Offering only to
Professional Investors. Thus, it is necessary to carry out further research regarding the advantages and
disadvantages of the enactment of POJK No. 30 of 2019 regarding the issuance of MTN and ways to
overcome the shortcomings of the implementation of POJK No. 30 of 2019 regarding restrictions on the sale
of MTN only to Professional Investors. This research was carried out by examining various regulations that
apply in Indonesia and conducting searches and comparisons with regulations that apply in United States.
Based on the research conducted, it was found that in addition to a number of advantages possessed by the
issuance of MTN under POJK No. 30 of 2019, there are a number of deficiencies that can be followed up by
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making amendments to POJK No. 30 of 2019. In addition, there is no space given to non-professional
investors to participate in EBUS Without Public Offering transactions in POJK No. 30 of 2019. OJK may
consider adopting the concept of non-accredited investorsin United States and introducing the existence of
Non-Professional Investors, in addition to Professional Investors, in POJK No. 30 of 2019.



